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Abstrak Perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat dan berdampak
kepada teknologi keuangan konvensional maupun keuangan Islam.
Pada tatanan regulasi sistem keuangan konvensional dan sistem
keuangan Islam memiliki perbedaan, hal ini yang menjadikan
kekhususan pada regulasi keuangan Islam. Indonesia dan Malaysia
merupakan negara mayoritas muslim dan saat ini menjadi perhatian
dunia internsional dalam bagaimana kedua negara mengembangkan
industri keuangan Islam. Dalam mengembangkan industri keuangan
Islam tentunya harus didukung oleh regulasi yang memadai sehingga
terwujudlah tujuan bisnis yang ingin dicapai terutama dalam sistem
teknologi keuangannya. Perlu dilakukan kajian dalam melihat sejauh
mana sistem regulasi keuangan yang diterapkan kedua negara,
sehingga nantinya menjadi acuan dalam menghadapi tantangan bisnis
dalam industri keuangan dan rujukan literasi keuangan. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka yang
merujuk pada regulasi-regulasi kedua negara dengan referensi yang
bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta peraturan-peraturan
mengenai regulasi teknologi keuangan Islam. Hasil pada penelitian ini
memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki sistem regulasi yang
berbeda dan belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan
secara progresif terhadap kemajuan teknologi keuangan Islam.
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l. PENDAHULUAN

Teknologi Finansial (selanjutnya disebut fintech) adalah tren percepatan
ekonomi dalam menanggapi perkembangan teknologi dan informasi global. Mengikuti
kemajuan, ekonomi syariah meluncurkan ekonomi berbasis teknologi keuangan Islam
yang berlandaskan syariah. Meski masih newbie, kehadirannya sudah menimbulkan
kesan positif tanggapan dari umat Islam. Teknologi keuangan Islam saat ini sedang
didirikan di beberapa negara. Pada tahun 2020, Inggris memimpin perusahaan Fintech
terbesar pertama dengan 27 perusahaan, diikuti olen Malaysia dengan 19 perusahaan,
Uni Emirat Arab dengan 15 perusahaan, Indonesia dengan 13 perusahaan, Arab Saudi
dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 9 perusahaan.(Hinchliffe, 2020)

Beberapa penelitian telah membahas tentang regulasi teknologi keuangan Islam,
khususnya di Indonesia dan Malaysia. Beberapa diantaranya mengulas tentang, 1)
penilaian terhadap kebutuhan regulasi untuk regulasi fintech di Malaysia;(Razak,
M.1.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020) (2) tentang bagaimana pengaturan
dan pengawasan fintech di Indonesia dilihat dari perspektif hukum ekonomi
Islam;(Fachrurrazy, M. Siliwadi, 2020) dan (3) tentang model regulasi fintech syariah
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dalam kerangka hukum di Indonesia, dan peneliti menggunakan Malaysia dan Inggris
sebagai subjek perbandingan.(Alfaris, M.R. Mursida, M.W. Syahroni, 2019)

Kajian sebelumnya tidak fokus pada perbandingan regulasi teknologi keuangan
Islam antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis baru-baru ini ingin
mengkaji peran pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mendukung implementasi
teknologi keuangan Islam melalui penyusunan dan penerapan peraturan. Kedua negara
tersebut dipilih karena berdekatan dan terkenal serius dalam mengembangkan teknologi
keuangan Islam. Indonesia dan Malaysia adalah negara-negara Asia yang telah
menerapkan fintech syariah atau teknologi keuangan Islam yang dianggap berhasil dan
merupakan negara dengan mayoritas Muslim, tetapi Indonesia memiliki populasi yang
lebih besar dibanding Malaysia. Namun, efektivitas penerapan ekonomi syariah di
negara tidak hanya tergantung pada keberadaan komunitas Muslim yang besar. Itu juga
tergantung pada kemauan pemerintah untuk mendorong implementasi dari ekonomi
syariah, salah satunya melalui penerbitan regulasi yang kuat.

Industri yang mengembangkan teknologi keuangan Islam atau fintech syariah
terdiri dari perusahaan-perusahaan rintisan yang muncul bak jamur saat musim hujan,
namun industri ini masih dalam perkembangannya dibandingkan dengan industri
keuangan konvensional yang telah memiliki aturan dan telah lama keberadaannya.(Yuli,
2020) Kehadiran fintech di setiap negara diharapkan dapat memperlancar peredaran
uang secara mudah, cepat, dan aman di masyarakat. Namun, karena tren ini terus
berkembang, fintech harus mengumpulkan dukungan dari pemangku kepentingan.
Dukungan tersebut berupa modal, pasar, produsen, atau peraturan pemerintah. Peraturan
satu hal yang sangat penting karena menjamin kepastian hukum dalam menjalankan
bisnis atau korporasi, serta sangat penting keberadaannya untuk stabilitas dan
keberlanjutan perusahaan. Selain itu, kecanggihan teknologi terus berkembang setiap
waktu dan meliputi seluruh aspek termasuk aspek keuangan yang sangat berperan dalam
menopang kehidupan manusia pada umumnya.

Indonesia dan Malaysia mengembangkan teknologi keuangan Islam dengan
pesat. Ini dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu dan memenuhi tuntutan
komunitas Muslim dalam menerapkan ekonomi Islam. Namun, upaya kedua negara
berbeda dalam banyak hal, salah satunya dalam hal penguatan regulasi. Sedangkan
keduanya memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya, payung
hukumnya berbeda-beda menurut masing-masing kebijakan negara.

. LANDASAN TEORI

Fintech adalah sebuah inovasi di bidang ekonomi berbasis teknologi yang
berfokus pada menyediakan layanan keuangan dengan memaksimalkan penggunaan
perangkat modern yang spesifik.(www.iosco.org, 2017) Sehingga meningkatkan minat
dunia dalam berlomba-lomba berinovasi dalam teknologi keuangan pada abad ini untuk
lebih meningkatkan daya guna dan efektifitas bisnis perusahaan.(Yarli, 2018) Kehadiran
fintech membawa kemudahan, antara lain menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya.
Selain itu, memberikan berbagai inovasi layanan menggunakan perangkat
digital.(Gomber, P. Kauffman, R.J. Parker, C. Weber, 2018) Setidaknya ada dua faktor
yang mendorong inovasi fintech: kekuatan permintaan dan penawaran.(Nizar, 2017)
Inovasi ini kini telah berkembang menjadi teknologi keuangan Islam, perpaduan inovasi
pada aspek teknologi dan keuangan yang menyederhanakan aktifitas keuangan baik
investasi dan transaksi berdasarkan pada nilai keislaman yang sesuai syariah. Setiap
kegiatan keuangan dengan teknologi keuangan Islam harus sesuai dengan prinsip-

Sekolah Tinggi IImu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga 2186



JESYA

JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOl : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.814

prinsip nilai syariah yang dilandasi oleh 5 (lima) landasan, antara lain: landasan
ketuhanan, kenabian, pemerintah, keadilan dan tujuan.(Alwi, 2018)

Teknologi keuangan Islam hadir untuk mendongkrak pertumbuhan industri
keuangan syariah. Di Malaysia teknologi keuangan Islam menstabilkan pertumbuhan
ekonomi industri dalam waktu singkat, sehingga lebih banyak peluang di sektor
ekonomi syariah dapat dieksploitasi.(Bain, 2016) Melalui teknologi keuangan Islam,
konsumen khususnya kaum milenial dan generasi techno-literate, tidak perlu lagi ke
bank untuk melakukan transaksi, tetapi cukup lakukan secara online karena lebih mudah
dan cepat.(Rahim, N.F. Baktri, M.H. Yahaya, 2019) Membuat transaksi keuangan kini
menjadi lebih mudah dengan sentuhan jari dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
Jadi, kehadiran fintech benar-benar memberikan fasilitas dan manfaat yang bermakna
dan sangat memudahkan dalam membantu pemenuhan kebutuhan setiap
individu.(Nugroho, L. Chowdhury, 2015)

Pada dasarnya fintech merupakan kumpulan dari terobosan teknologi dan solusi
permasalah-permasalahan serta modifikasi pada layanan keuangan. Ada perbedaan
mendasar antara fintech konvensional dan syariah. Dalam teknologi keuangan Islam,
prinsip-prinsip tertentu harus dipatuhi, termasuk penghapusan gharar (ketidakpastian),
maysir (taruhan atau perjudian), dan riba. Dengan demikian, teknologi keuangan Islam
menghadirkan peluang dan tantangan unik, yang harus ditangani untuk memenuhi
kondisi seperti: dapat diakses (melalui ponsel, internet, dan aplikasi), dikemas (nyaman
dan mudah digunakan, menambah nilai dengan menghilangkan gesekan dan melakukan
pekerjaan), dan transparan (bersertifikat produk fintech dan disegani oleh konsumen dan
institusi).(Wintermeyer, 2017)

Teknologi keuangan Islam mendapat perhatian dari masyarakat luas, khususnya
umat Islam. Selain sangat user-friendly, sistem ini juga berbasis syariah. Dengan
demikian, kehadiran teknologi keuangan Islam diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas masyarakat dan efisiensi dengan tetap konsisten dengan ajaran Islam.
Teknologi keuangan Islam, seperti lembaga keuangan syariah lainnya, tentu
membutuhkan regulasi yang memadai. Peraturan sangat penting untuk menjamin
kepastian hukum bagi pengusaha dan konsumen, serta mengurangi penipuan dan
kejahatan yang terkait dengan penerapan teknologi keuangan Islam. Sebuah Tujuan
penting ketika merancang peraturan adalah untuk memastikan bahwa perbedaan antara
mekanisme fintech konvensional dan syariah sudah jelas.(Alfaris, M.R. Mursida, M.W.
Syahroni, 2019) Sehingga hal ini mendorong Hukum Islam untuk mengatur
pertumbuhan teknologi keuangan Islam di Indonesia. (Fachrurrazy, M. Siliwadi, 2020)

I1l. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan analisa komparatif dengan metode kualitatif,
dengan dua jenis tahapan. Pertama resensi buku, yaitu teknik pengumpulan data dengan
cara mengambil ide utama (Snyder, 2019) tentang teknologi keuangan Islam. Kedua,
dokumentasi dilakukan melalui review data yang dilaporkan, berupa: data dokumen
resmi mengenai regulasi teknologi keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Indonesia dan
Malaysia. Data primer diambil melalui undang-undang atau peraturan lain yang
dikeluarkan dan telah digunakan oleh kedua negara tersebut. Sedangkan untuk data
sekunder bersumber dari buku, jurnal terkait, dan berita online tentang teknologi
keuangan Islam. Kemudian dalam proses mengumpulkan data melalui dokumentasi dan
kajian kepustakaan. Seluruh bahan referensi yang ada kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis isi. Teknik yang digunakan untuk memperoleh landasan
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teori adalah dengan mengkaji dan mempelajari hukum-hukum dan peraturan-peraturan
yang digunakan, dokumen laporan, pasal, dan penelitian-penelitian terdahulu, serta
berbagai informasi terkait regulasi teknologi keuangan Islam baik dalam bentuk cetak
maupun elektronik. Nantinya bahan hukum tersebut akan direview menggunakan
literatur yang relevan.

IV.  HASIL PENELITIAN
Regulasi Teknologi Keuangan Islam Di Indonesia

Indonesia dianggap sebagai negara sederhana yang mengembangkan ekonomi
syariah, termasuk teknologi keuangan Islam, karena populasi muslimnya yang
besar.(Prasaja, 2020) Sesuai dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari
2022 terdapat 103 perusahaan fintech yang memiliki izin dan terdaftar di OJK, dan 7
diantaranya merupakan fintech syariah antara lain; Ammana.id (PT. Ammana Fintek
Syariah), ALAMI (PT. Alami Fintek Sharia), Dana Syariah (PT. Dana Syariah
Indonesia), Duha Syariah (PT. Duha Madani Syariah), gazwa.id (PT. Qazwa Mitra
Hasanah), PAPITUPI Syariah (PT. Piranti Alphabet Perkasa), dan ETHIS (PT. Ethis
Fintek Indonesia). (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Dari data OJK tersebut menunjukkan
bahwa teknologi keuangan Islam hanya menyumbang 7,21% dari total fintech di
Indonesia.

Di Indonesia, setidaknya ada dua bentuk model teknologi keuangan Islam: peer-
to-peer lending yang merupakan platform yang menghubungkan dua pihak melalui
media digital,(Phan, D.H.B. Narayan, P.K. Rahman, R.E. Hutabarat, 2020) dan model
crowdfunding dimana menjadi solusi bagi pengusaha dan individu karena terbantu oleh
orang-orang yang secara finansial tertarik untuk memulai sebuah perusahaan.(Nugroho,
A.Y. Rachmaniyah, 2019) Kemudian berkembang menjadi fasilitas elektronik yang
menyediakan layanan modal. Nantinya, emiten akan menjualnya saham langsung ke
investor melalui internet, menyelesaikan saham online proses penawaran. Inovasi baru,
penawaran saham online, bisa mempermudah untuk usaha kecil dan pemula untuk
mengumpulkan uang.(Novitarani, A. Setyowati, 2018) Kedua bentuk teknologi
keuangan Islam harus berpegang pada prinsip syariah yang telah ditentukan. Oleh
karena itu, teknologi keuangan Islam sangat membutuhkan payung hukum yang
memadai, tidak hanya berfungsi sebagai titik acuan di seluruh proses pelaksanaannya,
tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pengusaha dan
konsumen.

Pada tahun 2016, untuk mendukung keberadaan kemajuan teknologi keuangan
di Indonesia maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan POJK
Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. Pada regulasi tersebut menjelaskan tentang: ketentuan umum
dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, penyelenggaraan layanan,
penggunaan jasa layanan, perjanjian dalam layanan, mitigasi risiko kegiatan, tata kelola
sistem teknologi dalam penyelenggaraan layanan, edukasi dan perlindungan, tanda
tangan elektronikl, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan-larangan, laporan
berkala dan sanksi dalam penerapan Fintech.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016)

Sebagai rangkaian regulasi terkait fintech di Indonesia setelah dikeluarkan
POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 maka disusul oleh Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko
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Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Pada surat edaran tersebut dijelaskan tentang peran dan tanngung jawab
direksi, pusat data dan pusat pemulihan bencana, tata kelola sistem elektronik dan
teknologi informasi, alih kelola teknologi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan
risiko teknologi informasi, pengamanan sistem elektronik, penganan insiden dan
etahanan terhadap gangguan, penggunaan tanda tangan elektronik, ketersediaan layanan
dan kegagalan transaksi, keterbukaan informasi publik dan layanan dan diakhiri retensi.
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko
Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi, 2017)

Bersamaan dengan peraturan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan
peraturan mengenai implementasi financial technology dalam bentuk Peraturan Bank
Indonesia N0.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan
ini merinci tentang ruang lingkup pengaturan yang mencakup: tujuan dan ruang
lingkup; pendaftaran; Regulatory Sandbox; perizinan dan persetujuan; pemantauan dan
pengawasan; kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara
Teknologi Finansial; koordinasi dan kerja sama; dan, sanksi.(Peraturan Bank Indonesia
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 2017) Untuk memupuk pertumbuhan
dan inovasi financial technology, Bank Indonesia memberikan ruang bagi operator
tekfin untuk menguji produk, layanan, teknologi, dan/atau bisnis mereka model melalui
Regulatory Sandbox sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi
Finansial.(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Ruang Uji
Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial, 2017) Maka dalam Pergub
ini yang dimaksud adalah menjelaskan bagaimana prosedur dan proses pengujian
Regulatory Sandbox.

Selain regulasi tersebut di atas dikeluarkan juga Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian
Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Proses pendaftaran
dapat diselesaikan kemudian melalui aplikasi yang telah ditetapkan. Saat ini, fintech
operasi dapat didaftarkan dengan mengunduh formulir pendaftaran dari Bank situs
resmi Indonesia. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan seluruh
dokumen yang diperlukan, dapat disampaikan kepada Bank Indonesia.(Peraturan
Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran,
Penyampaian Informasi Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, 2017)

Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia
digunakan sebagai payung hukum dalam menerapkan teknologi keuangan Islam.
Padahal dalam peraturan ini tidak ada satu pasal pun mengatur penerapan teknologi
keuangan Islam. Seperti yang penulis sebutkan di atas, bahwa penerapan teknologi
keuangan Islam berbeda dengan konvensional, sehingga harus ada batasan yang jelas
antara fintech konvensional dan syariah. Dalam implementasinya, teknologi keuangan
Islam harus menggunakan akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Selain itu juga
harus memperhatikan prinsip syariah. Sehingga payung hukum yang mengatur hal
tersebut menjadi sangat penting dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan
hokum pengusaha dan konsumen.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya maka didalam pelaksanaan
teknologi keuangan Islam di Indonesia saat ini merujuk kepada Peraturan OJK Nomor
77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017, Peraturan Bank
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Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
19/14/PADG/2017, dan  Peraturan  Anggota Dewan  Gubernur  Nomor
19/15/PADG/2017. Kesemuaan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tersebut belumlah sesuai dengan syariah
dikarenakan belum mengatr hal-hal sepesifik yag berkaitan dengan teknologi keuangan
Islam secara khusus di Indonesia hanya menggambarkan secara umum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah
mengeluarkan fatwa sebagai tanggapan terhadap antusiasme masyarakat Indonesia
untuk mulai menggunakan teknologi keuangan Islam. Dua tahun berturut-turut Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa terkait teknologi
keuangan Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor. 116/DSN-MUI/1X/2017 tentang Uang
Elektronik Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Langkah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional
merupakan solusi dari kekosongan regulasi yang kesemuanya regulasi yang dikeluarkan
pemerintah masih bersifat konvensional, sehingga dengan lahirnya fatwa DSN-MUI
tersebut mampu mengamodir landasan dalam melaksanakan aktifitas dalam sistem
teknologi keuangan Islam di Indonesia.

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor. 116/DSN-MUI/1X/2017, yaitu fatwa yang
pertama menjelaskan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai
dan memiliki nilai dan prinsip syariah. Pada pelaksanaannya uang elektronik syariah
dimaksud dapat menggunaakan jenis akad wadi’ah, akad gardh, akad ijarah, akad
ju’alah, dan akad wakalah bil ujrah. Dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa
pelaksanaannya uang elektronik Islam harus menghindari maysir, gharar, riba, tadlis,
risywah dan israf. Kemudian juga dalam transaksi tidak diperbolehkan melakukan
transaksi pada benda yang diharamkan (dilarang) dan tidak bermoral.(Fatwa DSN-MUI
Tentang Uang Elektronik Syariah, 2017)

Uang elektronik merupakan pemegang saham terbesar dalam teknologi
keuangan, menyumbang setidaknya 42,22 persen dari seluruh sektor tekfin di
Indonesia.(Febriandika, N.R. Hakimi, 2020) selain produk syariah seperti BSM E-
Money dan lain sebaginya. LinkAja sekarang juga bersertifikat syariah, dan diharapkan
akan terus berkembang. Pada Fatwa DSN MUI Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017
terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan: bahwa penerbit wajib menyetorkan
sejumlah nominal uang elektronik kepada bank syariah. Lalu pada ketentuan tersebut
disebutkan apabila kartu ataupun alat yang dugunakan sebagai media uang elektronik
hilang maka saldo nominal penerbit tidak boleh hiilang. Selain itu, fatwa tersebut juga
menyebutkan jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau jika terjadi perselisihan
antara kedua pihak maka perselisihan tersebut diselesaikan pada lembaga penyelesaian
perselisihan berbasis syariah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fatwa kedua pada tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI
mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang Layanan
Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah. Pada fatwa ini dapat digunakan
untuk mengatur sektor keuangan sesuai dengan regulasi Teknologi keuangan Islam.
Sesuai dengan fatwa yang dimaksud layanan pembiayaan berbasis tekologi informasi
berbasis syariah adalah penyelenggaraam jasa keuangan suariah dengan membawa
bersama-sama atau menjadi penghubung penyedia pembiyaan dan si penerima
pembiayaan dalam hal kegiatan kontrak pembiayaan secara elektronik melalui layanan
internet. Seluruh administrasi dilakukan oleh badan hokum yang telah memiliki izin dan
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terdaftar sebegai yang menyediakan, mengurus, dan menyelenggarakan jasa keuangan
berbasis teknologi infirmasi. Sementara itu, pengguna merupakan penyedia pembiayaan
dan penerima pembiayaan yang menerima fasilitas teknologi informasi berbasis jasa
pembiayaan. Dalam fatwa serupa juga dijelaskan: “Akad yang dapat digunakan adalah
ijarah, musyarakah, wakalah bil ujrah, wakalah, gardh, dan mudharabah. Pada
implementasinya layanan pembiyaan dimaksud harus menghindari maysir, gharar, riba,
tadlis, risywah dan israf. Dengan demikian seluruh layanan diperbolehkan dengan
persyaratan di bawah prinsip dan nilai syariah dan juga harus sesuai dengan ketentuan
dalam fatwa DSN-MUI tersebut.(Fatwa DSN-MUI Tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018)

Perjanjian atau akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut
diizinkan pada: Pembiayaan anjak piutang, pesanan pembelian pada pihak ketiga,
pembiayaan pengadaan barang pada usaha jual beli online, pembiayaan jual beli online
dengan pembayaran melalui operator payment gateway, pembiayaan karyawan, dan
pembiayaan berbasis komunitas. Jika terdapat perselisinan antara kedua pihak yang
bertransaksi maka dilakukan penyelesaiannnya dengan musyawarah dalam tujuan
mencapai kesepakatan, namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka sengketa
permasalahan diselesaikan melalui badan penyelesaian syariah yang telah ditunjuk oleh
peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sebagai DSN-MUI merupakan suatu keputusan
dan pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada isu-isu terkait
muamalah berdasarkan permintaan komunitas Muslim. Jika mengacu pada hierarki
hukum Indonesia, fatwa tidak dianggap sebagai hukum positif dengan kekuatan hukum
tetap dan mengikat. Menurut definisi, fatwa tidak mengikat dan boleh atau tidak boleh
diikuti oleh umat Islam, karena tidak memiliki landasan hokum memaksa. Akibatnya,
fatwa tidak cukup menjadi payung hukum bagi teknologi keuangan Islam penerapan. Itu
karena Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan keragamannya agama, tradisi,
dan budaya. Indonesia adalah negara hukum, jadi teknologi keuangan Islam, yang
menimbulkan masalah bagi masyarakat, memiliki payung hukum yang baik dan
memadai.

Fatwa DSN-MUI mengatur penerapan fintech berdasarkan prinsip syariah.
Namun regulasi ini belum mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi
keuangan Islam di Indonesia, karena DSN-MUI fatwa bukanlah hukum positif yang
dapat ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Fatwa tersebut hanya sebatas anjuran
yang boleh diikuti atau tidak, oleh karena itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 116/DSN-MUI/1X/2017 dan Nomor. 117/DSN-
MUI/11/2018 tidak memiliki kekuatan hokum dalam memaksa dan mengikat bagi
masyarakat muslim di Indonesia.

Regulasi Teknologi Keuangan Islam Di Malaysia

Menurut studi tahun 2020, Malaysia telah berkembang menjadi salah satu
negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar fintech tercepat di Asia, dengan
200 perusahaan fintech lokal dan internasional yang beroperasi pada September 2020.
Potensi Malaysia untuk menjadi pemimpin global dalam fintech Islam tidak
mengejutkan. Perkembangan teknologi keuangan Islam di Malaysia adalah difasilitasi
olen peraturan Malaysia yang komprehensif, lingkungan fintech yang beragam,
komunitas keuangan Islam yang mendukung, dan komitmen pemerintah untuk
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memajukan ekonomi Islam. Kontribusi ini membuka jalan bagi Malaysia untuk
memantapkan dirinya sebagai pusat global fintech Islam. Pencapaian ini juga telah
menyebabkan peringkat Malaysia sebagai ekonomi Islam terkemuka di dunia.(Salim, K.
Abojeib, M. Baharom, 2020)

Malaysia layak mendapatkan prestasi karena telah memilih konsumen yang
selektif dengan cara yang mengadaptasi pendekatan revolusioner dengan berupaya
mendigitalkan ekonomi dan menjadi sistem fintech berkembang di Asia, khususnya
untuk teknologi keuangan Islam.(Whitehead, 2021) Regulator keuangan Malaysia, yaitu
Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Negara Malaysia (BNM), Komisi Sekuritas
Malaysia (Securities Commission Malaysia-SC) dan Badan Pengembangan Multimedia
Malaysia (Malaysia Digital Economy Corporation-MDEC Sdn Bhd) sejauh ini telah
mencapai keseimbangan yang tepat antara mempromosikan inovasi di sektor tekfin dan
mempertahankan keuangan stabilitas. Pendekatan mereka proaktif. Peraturan telah
berusaha untuk mempromosikan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan tekfin
dengan mengurangi hambatan inovasi, mengembangkan infrastruktur untuk mendukung
dan mendorong persaingan yang lebih besar di sektor keuangan, serta memastikan
stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan.(International Monetary
Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Regulasi pertama yang dikeluarkan Malaysia untuk industri Keuangan Islam
adalah Islamic Banking Act (IBA) pada tahun 1983. Undang-undang ini merupakan
peraturan pertama bagi bank syariah yang mewajibkan lisensi dan regulasi penuh di
Malaysia untuk menjalankan bisnis di bawah Syariah dan membentuk dewan penasihat
syariah untuk memberi nasihat tentang operasi bank.(Islamic Banking Act 1983, 1983)
Pada tahun 1989, Undang-undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (Banking and
Financial Institutions Act - BAFIA) 1989, mengizinkan lisensi apa pun untuk lembaga,
baik bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, untuk menjalankan bisnis
perbankan syariah atau keuangan syariah di Malaysia.(Banking and Financial
Institutions Act, 1989). Peluang ini menjadikan peluang bagi keuangan Islam di
Malaysia menjadi berkembang.(Laldin, M.A. Furgani, 2018)

Pada tahun 2005, Komite Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan
Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah (Shariah Governance Framework
(SGF)),(Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, 2005)
sebagai sistematika upaya pertama pengembangan, yang didefinisikan dalam tiga
dimensi, yaitu: 1) dan tata cara pembentukan komite syariah pada masing-masing
lembaga keuangan Islam (Islamic Financial Institution-1FI), 2) peran dan ruang lingkp
serta tanggung jawab komite syariah, dan 3) hubungan dan tata kerja antar pengurus
syariah dan komite Dewan Penasihat Syariah (Sharia Advisory Council) BNM.(Laldin,
M.A. Furgani, 2018)

Undang-undang Bank Sentral Malaysia pada tahun 2009 diterbitkan dan
diperkenalkan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan keberadaan Bank Sentral
Malaysia yang berkelanjutan dan untuk mengatur administrasi, tujuan, fungsi, dan
kekuasaan, serta konsekuensial atau kondisi incidental yang dianggap penting. Selain
itu, undang-undang mengakui posisi penting Dewan Penasihat Syariah (SAC) sebagai
otoritas tertinggi dalam urusan terkait syariah di sektor keuangan.(Laldin, M.A. Furgani,
2018)

BNM merilis SGF secara komprehensif pada tahun 2010 untuk meningkatkan
standar syariah pemerintahan. SGF menetapkan peran dan fungsi utama dari Lembaga
Keuangan Islam (IFI) dalam rangka memastikan penerapan tata kelola syariah yang
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efektif proses dalam operasi, regulasi, dan aktivitas bisnis mereka. Sementara itu, IFI
adalah untuk membentuk SGF yang meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab
seluruh pejabat yang terlibat dalam pelaksanaannya.(Laldin, M.A. Furgani, 2018)
Namun, pada tahun 2017 SGF 2010 diubah untuk meningkatkan kriteria dan standar
peraturan yang ada untuk tata kelola syariah Lembaga Keuangan Islam (IF1). Selain itu,
revisi pada SGF meningkatkan skala dan kekuatan keuangan dan bisnis Islam, serta
meningkatkan perkembangan kebijakan dalam tata kelola, kepatuhan, dan manajemen
risiko yang disesuaikan.

Malaysia mengeluarkan Islamic Financial Services Act (IFSA) pada tahun 2013.
IFSA adalah cabang penting dari kerangka tata kelola syariah yang dikembangkan oleh
Bank Sentral Malaysia (BNM). Regulasi tersebut disusun sebagai upaya Malaysia untuk
meningkatkan kepatuhan syariah pada sektor jasa keuangan syariah. yang utama tujuan
dari IFSA 2013 adalah untuk memastikan bahwa semua operasi, urusan bisnis, dan
kegiatan yang dilakukan oleh Islamic Financial Institutions (IFI) selalu mematuhi
prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). (Laldin, M.A. Furgani, 2018) Ketaatan yang
ketat dari Lembaga Keuangan Islam (IFI) dengan prinsip syariah yang ditentukan untuk
kontrak yang berbeda tersebut akan menjamin kesucian, kebenaran dan legitimasi
transaksi keuangan Islam.(Razak, M.1.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020)
Islamic Finance Service Act (IFSA) 2013 menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah
untuk memastikan bahwa tujuan dan operasi pada urusan bisnis dan kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan syariah. Kepatuhan syariah dijelaskan lebih lanjut dalam
Pasal 28 (2), bahwa kepatuhan terhadap keputusan Dewan Pertimbangan Syariah
sehubungan dengan tujuan dan operasi tertentu, bisnis, usaha atau kegiatan harus
dilakukan sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, IFI harus mematuhi dengan segala
operational, bisnis, usaha dan kegiatan berdasarkan syariah, dengan memenuhi
ketentuan BNM SAC dan standar syariah, serta memastikan bahwa kebijakan internal
dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan syariah; dan mengembangkan fungsi audit
syariah. IFSA 2013 juga menekankan upaya kepatuhan syariah secara total untuk
Industri Keuangan Syariah, melalui tiga dimensi, yaitu: 1) syariah pada kerangka tata
kelola, 2) standar syariah untuk setiap kontrak yang digunakan di Lembaga Keuangan
Islam yang dapat mempengaruhi kepentingan deposan dan pemegang polis, dan 3)
efektifitas dan fungsi intermediasi keuangan syariah yang efisien.(Islamic Financial
Services Act 2013, 2013)

Alasan IFSA 2013 rentan terhadap tantangan masa depan adalah karena secara
signifikan memperkuat fondasi pengawasan dan regulasi yang kuat dan transparan
kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang kompetitif.
Namun, pertumbuhan popularitas fintech terkhusus fintech Islam merupakan suatu hal
yang baru dan menjadi fenomena tak terduga. Regulasi saat ini cukup luas untuk
mencakup area yang luas dari perbankan konvensional dan industri keuangan. Namun,
pemerintahan Islam saat ini tidak mencakup praktik keuangan modern yang baru untuk
teknologi, seperti seperti cryptocurrency, blockchain, big data system, crowdfunding,
kecerdasan buatan (artificial intelligence), insurtech, dan robo-advisory. Sementara
sebagian besar Lembaga Keuangan Islam terlibat secara aktif dengan fintech sebagai
penyedia untuk mendiversifikasi fitur produk dan layanan mereka serta berinovasi pada
Industri Revolusi 4.0, namun tidak ada peraturan khusus yang memastikan kepatuhan
terhadap prinsip syariah diterapkan terkhusus pada sistem dan tata kelola teknologi
keuangan Islam tersebut.(Razak, M.I1.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020)
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Dari sisi regulasi, Malaysia memang menjadi yang terdepan dalam memastikan
keamanan dan kesehatan sistem keuangan di tengah perkembangan fintech yang sangat
pesat. Keamanan siber adalah salah satu masalah utama dalam laporan utama bank
Malaysia. Bank mengadopsi langkah-langkah manajemen risiko dan meningkatkan
investasi untuk mengurangi ancaman. Risiko siber juga menjadi prioritas bagi regulator,
dengan BNM menyorotinya dalam Tinjauan Stabilitas Keuangan Semester Pertama
2019. BNM juga menetapkan pedoman dasar bagi industri keuangan dalam manajemen
risiko keamanan siber melalui kebijakannya tentang manajemen risiko di bidang
teknologi. Untuk mengidentifikasi risiko dunia maya dengan lebih baik, BNM dan
industri keuangan sedang dalam proses menciptakan “Platform Intelijen Ancaman
Keuangan” pada 2020 kwartal kedua. Selain itu, Kebijakan Keamanan Siber Nasional
yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, kini telah diperbarui di akhir tahun
2019. (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Regulator Malaysia telah memperhatikan pengembangan regulasi fintech yang
dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Pada tahun 2014, BNM
mengklarifikasi bahwa aset digital bukan alat pembayaran yang sah di Malaysia dan
telah menegaskan kembali pesannya di berbagai siaran pers. SC juga secara teratur
memperingatkan investor tentang potensi risiko yang terlibat dalam skema ICO (initial
coin offering) dan ICO tertutup pada tahun 2018. SC mengadopsi langkah pendekatan
untuk mengembangkan kerangka regulasi untuk aset digital. Telah diakui bahwa mata
uang dan token digital sebagai sekuritas yang tunduk pada peraturan sekuritas dan
memiliki ketetapan persyaratan untuk platform elektronik yang membantu perdagangan
aset tersebut mulai dari Januari 2019. SC juga telah menyetujui tiga pengakuan secara
kondisional terhadap operator pasar untuk membangun dan mengoperasikan Digital
Asset Exchange (DAX) mulai 4 Juni 2019. Pada 2017 dan 2018, Malaysia mengambil
tindakan legislatif dan regulasi terkait AML/CFT (Anti-Money Laundering/ Countering
Financing of Terrorism) dalam hal pertimbangan untuk jenis aktivitas tertentu dalam
aset virtual (atau aset kripto). Mengenai area pinjaman baru yang dikembangkan oleh
perusahaan non-keuangan, SC memperkenalkan kerangka peraturan untuk
crowdfunding dan pembiayaan P2P (peer-to-peer) pada tahun 2015 dan
2016.(International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Malaysia adalah pemimpin dalam keuangan Islam, yang menempatkannya pada
posisi yang kuat memanfaatkan peluang teknologi keuangan syariah. Fintech bisa
mendapatkan keuntungan dari keuangan Islam. Ada beberapa aplikasi fintech yang
mungkin sangat berguna dalam produk keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam dapat
mengambil keuntungan dari banyak manfaat yang sama dan efisiensi peningkatan
layanan fintech yang menjanjikan dalam keuangan konvensional. Memang fintech
Islami masih dalam tahap awal di Malaysia, tetapi BNM mendukung infrastruktur untuk
dipromosikan di berbagai sektor. Malaysia adalah rumah bagi tujuh startup fintech
Islami. Berdasarkan Islamic Fintech Report 2018, sekitar 65 persen perusahaan fintech
secara global fokus pada fasilitas bisnis dan pembiayaan konsumen melalui
crowdfunding dan P2P Lending.(Www.dinarstandard.com, 2018) Di area ini, BNM
diluncurkan platform Akun Investasi (Investment Account Platform-1AP) dan platform
crowdfunding Islami untuk UKM yang melibatkan enam bank syariah pada tahun
2016.(Sipalan, 2016)

Teknologi keuangan Islam telah mendorong pertumbuhan keuangan syariah di
Malaysia, tetapi hal tersebut harus didukung dengan pengembangan dan regulasi produk
dan infrastruktur yang memadai. Bank syariah di Malaysia cenderung berinvestasi lebih
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banyak dalam teknologi digitalisasi untuk meningkatkan pengalaman dan efisiensi
pelanggan misalnya pada MBSB Bank Bhd. dan Bank Islam Malaysia Bhd. Dimana
kedua bank syariah tersebut sebelumnya berkomitmen untuk meningkatkan investasi
pada 2019 untuk memperluas digital mereka penawaran.(International Monetary Fund.
Asia and Pacific Dept, 2020) Kesesuaian dan dengan dukungan regulasi yang memadai
untuk pengembangan keuangan Islam juga dapat bermanfaat bagi aplikasi fintech di
bidang keuangan syariah.

Regulasi Malaysia lebih jelas mengatur bagaimana sistem keuangan Islam
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Namun, peraturan yang ada tidak secara spesifik
membahas teknologi keuangan Islam. Artinya masih sangat luas jika regulasi mengenai
Keuangan syariah juga dijadikan payung hukum bagi teknologi keuangan Islam, fintech
islam membutuhkan banyak peraturan terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu, regulasi
yang ada belum tepat dan memadai untuk mendukung pengembangan teknologi
keuangan Islam. Malaysia perlu mengeluarkan regulasi yang khusus membahas fintech
syariah secara jelas dan menyeluruh agar penerapan teknologi keuangan Islam tidak
hanya tumbuh tetapi berkembang mengikuti prinsip syariah.

V. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa peraturan yang diterapkan oleh
pemerintah Indonesia dan Malaysia berbeda. Padahal Indonesia punya penduduk
Muslim terbesar di dunia, dan Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara yang
pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu diharapkan
Indonesia harus terus memperbaiki regulasi keuangan Islam. Saat ini, Indonesia terus
bergantung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bl untuk mengatur
penerapan Teknologi keuangan Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam mengakomodir
kebutuhan dan keinginan sebagian besar umat Islam dalam memenuhi dan memfasilitasi
kegiatan teknologi keuangan Islam. Selain itu, Indonesia memiliki Dewan Syariah
Nasional yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membantu dan mengawasi
kegiatan sistem keuangan syariah, termasuk Teknologi keuangan Islam. Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan dua fatwa dalam mendukung
implementasi teknologi keuangan Islam di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia,
Malaysia telah memiliki regulasi Keuangan Islam sejak 1983, dan yang terbaru adalah
IFSA 2013. Malaysia juga sudah menyiapkan regulasi dalam mengantisipasi potensi
tantangan dan mitigasi risiko, salah satunya adalah teknologi dan digital. Regulasi
tersebut bagaimanapun, dianggap tidak cukup luas untuk mencakup seluruh perbankan
dan industri keuangan serta belum berlaku untuk crowdfunding, blockchain,
cryptocurrency, aktifitas bigdata, insurtech (insurance technology), kecerdasan buatan
(artificial intelligence), dan robo-advisory di bidang keuangan Islam. Aktivis ekonomi
Islam di Malaysia terus mengadvokasi pembentukan peraturan khusus yang mengatur
teknologi keuangan Islam sebagai penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Malaysia sama halnya seperti Indonesia yang memiliki Dewan Penasehat Syariah
(SAC). Indonesia dan Malaysia sama-sama belum memiliki regulasi yang secara khusus
mengatur Teknologi keuangan Islam, dimana regulasi yang ada belum sepenuhnya
mengikuti prinsip syariah dan belum merespon perkembangan teknologi keuangan
Islam.
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